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Pembaruan Januari 2026: Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua',
Indonesia - Meliputi Peristiwa dari 1 Januari hingga 31 Maret 2026 (Kuartal 1, 2026)

Pelanggaran 2025 Q2 Q32025 2025 Q4 ‘ 2026 Q1

. 5 korban dalam 4 8 korban dalam 5 13 korban dalam 31 korban dalam 15

Penyiksaan

kasus kasus empat kasus kasus
Kebeb berek i Lebih dari selusin 27 korban dalam 5 15 korban dalam 4 Lebih dari 7 korban

ebebasan berekspresi dalam 3 kasus kasus kasus dalam 4 kasus

16 korban dalam 9 7 korban dalam 7 21 korban dalam 7 9 korban dalam 4
Pembunuhan luar hukum

kasus kasus kasus kasus

Penghilangan paksa

8 korban dalam 1

kasus

3 korban dalam 2

kasus

Intimidasi

Lebih dari selusin

korban dalam 5 kasus

Lebih dari seratus

korban dalam 6 kasus

Lebih dari selusin

korban dalam 2 kasus

Lebih dari selusin

korban dalam 5 kasus

Kriminalisasi

Lebih dari 17 korban

dalam 4 kasus

3 korban dalam 3

kasus

1 korban dalam 1 kasus

3 korban dalam 2

kasus

P . Lebih dari 35 korban || 34 korban dalam 11 {|40 korban dalam 15  ||Lebih dari 22 korban
enganiayaan dalam 14 kasus kasus kasus dalam 6 kasus

Lebih dari selusin - Ratusan korban dalam ||-
Hak-hak budaya korban dalam dua 2 kasus

kasus
Penahanan sewenang- 29 korban dalam 9 75 korban dalam 16 28 korban dalam 9 125 korban dalam 32
wenang kasus kasus kasus kasus

Lebih dari 30 korban ||Lebih dari 27 dalam 5 |14 korban dalam 3 Lebih dari 6 korban
Kebebasan berkumpul

dalam 3 kasus kasus kasus dalam 3 kasus

Semua pelanggaran
lainnya

(kesehatan,
ketenagakerjaan, lingkungan
pangan, informasi,
perumahan, persidangan

yang adil, kekerasan seksual)

2 dan puluhan
korban lainnya

dalam 6 kasus

8 dan puluhan
korban lainnya

dalam 7 kasus

3 dan ratusan
korban lainnya

dalam 3 kasus

3 dan ribuan korban

dalam 2 kasus

TOTAL

106 dan puluhan
korban lainnya

dalam 33 kasus

118 dan ratusan
korban lainnya

dalam 38 kasus

101 dan beberapa
ratus korban
lainnya dalam 30

kasus

158 dan ribuan
korban lainnya

dalam 39 kasus

Tabel 1: Data pelanggaran dan korban per kuartal. Simbol "+" setelah angka menunjukkan jumlah tertentu (angka yang diberikan) ditambah jumlah

tambahan yang kurang tepat (misalnya, puluhan, beberapa). Setiap kolom merupakan kumpulan independen, yang mencerminkan kemungkinan terjadinya

beberapa pelanggaran per korban atau kasus. Total mewakili jumlah unik per kolom, bukan jumlah agregat.

! stilah Tanah Papua, yang kadang-kadang juga disebut sebagai Papua, Guinea Barat, atau West Papua, merujuk pada bagian barat
Kepulauan Niugini dan telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari negara Indonesia sejak tahun 1969.
Wilayah ini terdiri dari provinsi-provinsi administratif Indonesia, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah,
Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Konflik yang belum terselesaikan mengenai

status politik Tanah Papua terus memicu kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat.
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Ringkasan

Hak asasi manusia

Situasi hak asasi manusia antara Januari dan Maret 2026 tetap memprihatinkan. Periode pelaporan ditandai
dengan peningkatan signifikan dalam kasus penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Ada dua pola
utama dalam tren ini. Pertama, HRM mencatat peningkatan signifikan dalam penahanan sewenang-wenang
di zona konflik, terutama di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Yahukimo telah menjadi titik utama

kekerasan bersenjata selama tahun 2025 dengan 35 bentrokan bersenjata, dan sepuluh insiden serupa antara
Januari dan Maret 2026. Pasukan keamanan menargetkan penduduk asli Papua, kebanyakan orang dewasa
muda, termasuk perempuan dan anak di bawah umur. Sebagian besar dari mereka dibebaskan keesokan
harinya tanpa adanya dakwaan. Patroli dan penggerebekan yang semakin intensif semakin memperparah tren
ini, dengan pasukan keamanan menerapkan metode interogasi yang melanggar hukum acara pidana dan

hukum hak asasi manusia Indonesia.

Kedua, sejumlah besar penahanan sewenang-wenang tersebut dilaporkan disertai dengan penyiksaan.
Pejabat menggunakan tindakan paksaan dan kekerasan untuk memperoleh informasi mengenai Tentara

Pembebasan Nasional Tanah Papua (TPNPB) atau memaksa pengakuan dari para tersangka. Perkembangan

ini terjadi bersamaan dengan operasi militer di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak, yang dilaporkan melibatkan
drone tempur, mortir, dan serangan udara di kawasan pemukiman sipil di dataran tinggi tengah. Akibatnya,

Jumlah pengungsi internal terus meningkat (lihat bagian tentang Konflik di bawah).

Masyarakat adat semakin terancam kehilangan tanah leluhur akibat proyek-proyek pembangunan ekonomi
yang kejam dan perluasan infrastruktur pasukan keamanan di Tanah Papua. Di Provinsi Papua Selatan,

Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengembangan lebih dari 2 juta hektar tebu dan padi sedang

diterapkan dengan cepat oleh militer, sementara upaya hukum dan protes oleh pemilik tanah adat terus

berlanjut. Sejak akhir 2024, pembela HAM telah mengumpulkan banyak bukti yang mendokumentasikan

pelanggaran prosedural serius, penghapusan hak atas tanah masyarakat adat, insiden kekerasan terhadap

anggota masyarakat yang menolak, serta pengucilan sistematis masyarakat yang terdampak dari proses

pengambilan keputusan.

Di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, lembaga-lembaga negara telah melancarkan kampanye

perampasan tanah secara sistematis di seluruh kabupaten Biak Numfor, Supiori, dan Waropen. Di wilayah

Impewer, Distrik Biak Timur, sengketa tanah besar-besaran telah meletus terkait rencana pembangunan

markas Batalyon Infanteri TP 858/MSB. Komunitas Adat Warbon di Desa Saukobye juga mengahadapi

ancaman yang mirib berkaitan dengan rencana pembangunan bandar antariksa oleh Badan Riset dan Inovasi

Nasional (BRIN).

Berbagai insiden selama periode pelaporan ini menggambarkan kelemahan dalam sistem hukum Indonesia.

Banyak putusan pengadilan di Tanah Papua sering kali tampak didorong oleh motif politik, bukan berdasarkan

prosedur pidana, bukti, dan fakta di pengadilan. Selain itu, tingginya tingkat impunitas bagi aparat negara
telah menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum di kalangan banyak warga
Indonesia. Kepercayaan ini bahkan lebih rendah di Provinsi-provinsi Papua, sebagaimana digambarkan oleh

sebuah insiden baru-baru ini. Pada 2 Februari 2026, Brigadir Dua Fernando Alexander Aufa, salah satu
petugas yang telah divonis bersalah terlibat dalam pembunuhan Tobis Silak pada Agustus 2024, terlihat
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https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2025-human-rights-and-conflict-in-west-papua/
https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2025-human-rights-and-conflict-in-west-papua/
https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-march26-more-military-trigger-new-displacements-and-dampen-the-prospects-of-return/
https://humanrightsmonitor.org/news/dispossession-violence-and-resistance-the-human-rights-crisis-around-the-merauke-national-strategic-project/
https://humanrightsmonitor.org/news/dispossession-violence-and-resistance-the-human-rights-crisis-around-the-merauke-national-strategic-project/
https://humanrightsmonitor.org/case/indigenous-community-faces-criminalization-and-land-seizures-as-merauke-food-estate-project-advances/
https://humanrightsmonitor.org/case/indigenous-community-faces-criminalization-and-land-seizures-as-merauke-food-estate-project-advances/
https://humanrightsmonitor.org/news/escalation-of-land-grabbing-and-militarisation-in-biak-supiori-and-waropen/
https://humanrightsmonitor.org/news/escalation-of-land-grabbing-and-militarisation-in-biak-supiori-and-waropen/
https://projectmultatuli.org/kau-opm-trauma-operasi-militer-indonesia-di-balik-rencana-pembangunan-bandar-antariksa-biak-di-papua/
https://humanrightsmonitor.org/case/unfair-trial-against-papuan-student-charged-with-murder-in-yahukimo/
https://humanrightsmonitor.org/case/unfair-trial-against-papuan-student-charged-with-murder-in-yahukimo/
https://humanrightsmonitor.org/news/impunity-update-police-officer-sentenced-for-killing-of-tobias-silak-seen-walking-freely-through-wamena/
https://humanrightsmonitor.org/news/impunity-update-police-officer-sentenced-for-killing-of-tobias-silak-seen-walking-freely-through-wamena/

The Papua Monitor - Laporan Triwulanan - Triwulan T 2024 Q0 RIGHTS.
MONITOR

berjalan bebas di Wamena. Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran serius bahwa Perwira Aufa mungkin
telah dibebaskan meskipun dijatuhi hukuman penjara lima tahun. Meskipun ada berbagai hambatan, LSM

terus berupaya mendorong proses pertanggungjawaban untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia

melalui pertemuan lobi dengan pemangku kepentingan politik seperti Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta

pada Februari 2026.

Berbagai kasus yang terjadi antara Januari dan Maret 2026 menyoroti kegagalan sistemik dalam sistem

kesehatan di Tanah Papua. Masalah yang dilaporkan meliputi penyalahgunaan infrastruktur kesehatan publik,

ketiadaan layanan dasar di komunitas yang terisolasi secara geografis, prioritas prosedur administratif
daripada perawatan darurat, serta dampak yang semakin parah dari konflik bersenjata terhadap layanan

kesehatan. Dalam hal ini, Senator Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menyela sidang pleno Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta pada 14 Januari 2026 untuk menyampaikan pesan tegas atas nama

rakyat Papua. Senator N\ayor menentang rencana pemerintah Indonesia_untuk membentuk batalion

pembangunan wilayah baru di Tanah Papua, dengan menekankan bahwa layanan dasar kesehatan dan
pendidikan seharusnya menjadi prioritas bagi daerah otonomi khusus tersebut, bukan perluasan infrastruktur

militer.
Konflik

Tidak ada tanda-tanda meredanya ketegangan. Pemerintah Indonesia terus mengerahkan personel militer
tambahan ke daerah-daerah terpencil di seluruh Tanah Papua, yang memicu konflik bersenjata dan
menyebabkan semakin banyak pengungsian internal. Sejumlah warga asli Papua yang tidak diketahui
jumlahnya terpaksa mengungsi secara internal akibat insiden konflik bersenjata dan serangan-serangan yang

terjadi di Kabupaten Boven Digoel pada Februari 2026.

Operasi militer di dataran tinggi tengah dilaporkan melibatkan penggunaan drone tempur, mortir, dan

serangan udara di kawasan pemukiman sipil, yang melanggar prinsip pembedaan antara kombatan dan non-
kombatan. Kekerasan bersenjata yang berulang dan kehadiran militer yang masif telah mengakibatkan
terhentinya aktivitas sehari-hari serta lumpuhnya layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh kabupaten
yang terdampak konflik. Pola-pola tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat lokal dan
mendorong penduduk asli untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. Per 27 Maret 2026, konflik
bersenjata dan operasi militer di Tanah Papua telah mengakibatkan pengungsian internal terhadap lebih dari
107.039 warga sipil di berbagai kabupaten.

Menanggapi peningkatan militerisasi, kelompok-kelompok masyarakat sipil di seluruh Tanah Papua telah
bergerak dalam aksi protes damai, menuntut penghentian operasi militer dan penarikan pasukan non-

organik. Antara akhir Oktober dan awal November 2025, demonstrasi telah berlangsung di Nabire,

Enarotali, Sugapa. dan Jayapura. Protes lebih lanjut menentang militerisasi di Tanah Papua terjadi di

Kabupaten Pegunungan Bintang, Intan Jaya, dan Yahukimo pada Januari 2026. Protes lain lagi berlangsung

di Kabupaten Nabire pada Februari 2026. Meskipun kelompok-kelompok masyarakat sipil, para pemimpin
gereja, dan organisasi hak asasi manusia bersatu menyerukan penghentian operasi militer, demiliterisasi, dan
dialog damai, pemerintah pusat tidak menunjukkan tanda-tanda akan menahan diri dari pendekatan

keamanan di Tanah Papua.

HRM mencatat 35 serangan bersenjata dan bentrokan sepanjang kuartal pertama tahun 2026, angka yang
lebih rendah dibandingkan kuartal keempat tahun 2025 yang mencatat 41 bentrokan. Sebagian besar aksi
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kekerasan bersenjata selama periode pelaporan terjadi di Yahukimo, dengan 10 bentrokan dan serangan
bersenjata, disusul Kabupaten Puncak dengan 6 bentrokan bersenjata. Konflik bersenjata berkali-kali
tercatat di Kabupaten Intan Jaya, Nabire, Puncak, dan Mimika. Insiden kekerasan bersenjata terisolasi terjadi

di Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Paniai, Nduga, Boven Digoel, Tolikara, dan Dogiyai.

HRM mencatat 13 warga sipil tewas dan 4 terluka akibat aksi TPNPB. Sementara itu, 5 warga sipil tewas dan
4 terluka akibat tindakan anggota pasukan keamanan selama bentrokan bersenjata atau operasi kontra-
pemberontakan. Mengenai kombatan, 9 anggota pasukan keamanan tewas dan 2 terluka selama periode ini.
Sebaliknya, TPNPB dilaporkan kehilangan 5 kombatan, dengan 4 pejuang gerilya terluka selama bentrokan

bersenjata.

Data komprehenshc mengenai kekerasan konflik bersenjata di Tanah Papua tersedia dalam Laporan Tahunan

HRM 2025, yang diterbitkan pada Maret 2026.

Perkembangan politik

Pada 2 Januari 2026, Indonesia mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yang memicu koalisi organisasi masyarakat sipil

untuk menyatakan “darurat hukum di Indonesia.” Undang-undang baru ini menuai kritik tajam dari ahli

hukum, pembela hak asasi manusia, dan sejarawan. Di antara ketentuan paling mengkhawatirkan dalam
KUHP baru adalah pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul. Kode tersebut juga meningkatkan
hukuman maksimal untuk makar dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati. Salah satu pasal yang
sangat mengkhawatirkan merupakan Pasal 622, yang secara eksplisit mencabut ketentuan kunci Undang-
Undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan secara efektif menghilangkan

pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pada 13 dan 14 Januari 2026, Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Tanah Papua
untuk meninjau proyek-proyek pembangunan, dimulai di Biak Numfor sebelum lanjut perjalanan ke
Wamena, di mana ia bermain dalam pertandingan sepak bola persahabatan, bertemu dengan para pemimpin
daerah dan tokoh masyarakat, serta berinteraksi dengan petani kopi lokal dan pengusaha ekonomi kreatif.
Rencana kunjungannya pada hari kedua ke Kabupaten Yahukimo dibatalkan setelah intelijen mengidentifikasi
pergerakan kelompok bersenjata di daerah tersebut. TPNPB telah menembakkan pesawat di wilayah

tersebut dan mengancam akan membunuh Wakil Presiden jika ia berkunjung ke Yahukimo.

Pada 6 Februari 2026, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese

menandatangani perjanjian pertahanan bilateral, yang rencananya pertama kali diumumkan pada November

2025, sebagai tanda semakin eratnya kerja sama keamanan. Perdana Menteri mengumumkan beberapa

inisiatif baru untuk lebih meningkatkan hubungan keamanan bilateral, termasuk mendukung pembangunan
fasilitas pelatihan pertahanan bersama di Indonesia, membentuk posisi baru bagi seorang perwira militer
senior Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia, serta membangun hubungan antara para pemimpin
militer masa depan melalui perluasan Pertukaran Pendidikan Militer Forum Pemimpin Muda. Pada 12 Maret
2026, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumbkan rencana, bersama Australia, untuk mengejar

pengaturan keamanan trilateral terpisah dengan Jepang dan Papua Nugini.
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Pada Februari 2026, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan (FCX) menandatangani Nota

Kesepahaman (MoU) untuk memperpanjang izin pertambangan kompleks Grasberg di Kabupaten Mimika,

Provinsi Papua Tengah, melampaui tahun 2041. Perjanjian ini memastikan tambahan 12% saham bagi
Indonesia hingga tahun 2041 dan mencakup investasi sekitar $20 miliar untuk mempertahankan operasi

Jjangka panjang.
Perkembangan internasional

Pada 20 Februari 2026, berbagai Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan komunikasi

resmi kepada Pemerintah Indonesia mengenai rancangan Peraturan Presiden (“Peraturan”) tentang Tugas

Tentara Nasional Indonesia dalam Memerangi Tindakan Terorisme. Para ahli PBB mewakili pandangan bahwa
cara Peraturan tersebut memperluas peran militer dalam memerangi terorisme pada masa damai akan

menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan masyarakat sipil Indonesia.

Christian Solidarity International (CSI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses kepada

pengamat internasional ke Tanah Papua, sambil memperingatkan bahwa operasi militer yang sedang

berlangsung di wilayah tersebut memicu krisis kemanusiaan yang semakin parah. Dalam pernyataan lisan di
Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada 25 Maret 2026, CSI mengungkapkan keprihatinan atas
meningkatnya jumlah penduduk asli Papua yang terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata. Menurut CSl,

operasi_militer tersebut terkait erat dengan proyek-proyek ekstraksi sumber daya skala besar yang

melibatkan nikel, emas, dan perkebunan industri. CSI mendesak pemerintah untuk memfasilitasi kunjungan

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan mengundang prosedur khusus PBB yang relevan.

Pernyataan CSI tersebut sejalan dengan seruan yang disampaikan pada acara sampingan Dewan Hak Asasi
Manusia PBB pada 4 Maret 2026, yang diselenggarakan oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia (WCC) dan

dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia. WCC mendesak pemerintah Indonesia untuk “mengundang

Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia dan memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi

Manusia.”

Sebuah film dokumenter baru, Pesta Babi, ditayangkan perdana di Forum Tanah Papua di Auckland pada 7

Maret 2026. Film dokumenter tersebut menyoroti _dampak menghancurkan dari proyek-proyek

pembangunan Indonesia terhadap masyarakat adat Papua.

Kasus

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa

Setidaknya enam warga sipil Papua tewas dan dua lainnya terluka akibat

tembakan selama operasi Dogiyai
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Antara 31 Maret dan 1 April 2026, pasukan keamanan gabungan Indonesia (TNI-Polri) diduga melakukan
penembakan sembarangan terhadap warga sipil di distrik Kamu dan Timur Kamu, Kabupaten Dogiyai,
Provinsi Papua Tengah. Operasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas pembunuhan seorang petugas
polisi. Setidaknya enam orang Papua asli dilaporkan tewas, sementara setidaknya dua orang lainnya

menderita luka tembak

Seorang pria Papua ditembak mati selama operasi keamanan di Tembagapura,
Kabupaten Mimika

Pada 2 Maret 2026, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati Eanus
Mom, seorang penambang emas sipil, selama operasi keamanan yang dilakukan di

dekat Mile 69 di wilayah konsesi pertambangan PT Freeport Indonesia, Distrik

Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Pasukan keamanan diduga menembak mati narapidana buron di Kabupaten Kaimana
i‘s ’ : Pada 4 Februari 2026, petugas militer dan lembaga pemasyarakatan dilaporkan

menembak mati Zet Tare, seorang narapidana yang melarikan diri dari Lembaga

Pemasyarakatan Kaimana, selama operasi penangkapan dan pen asi di dekat kawasan

Pertamina di Kota Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Seorang warga asli Papua dilaporkan tewas ditembak dalam operasi militer

di Intan Jaya

Pada malam hari tanggal 2 Februari 2026, personel Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dilaporkan menembak dan membunuh Bapak Pit Nayagau

selama penggerebekan yang dilakukan di pinggiran Jalan Dogatalipa, di
sepanjang Sungai Dogabu, yang terletak di Kecamatan Sugapa, Kabupaten
Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Penyiksaan & penganiayaan

Personel militer diduga menyiksa seorang pria Papua setelah bentrokan bersenjata di

Desa Sory, Kabupaten Maybrat

Pada 23 Maret 2026, personel militer diduga menyiksa Bapak Yusup Sorry, 32 tahun,

"N selama penahanan setelah bentrokan bersenjata antara Tentara Pembebasan Tanah Papua

(TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pengungsian internal selama

operasi pasukan keamanan di Kabupaten Tambrauw

Antara 16 dan 19 Maret 2026, pasukan gabungan militer dan kepolisian Indonesia
melakukan operasi keamanan di distrik Fef dan Bamus Bama, Kabupaten Tambrauw,

Provinsi Tanah Papua. Personel pasukan keamanan dilaporkan menahan setidaknya

12 warga desa tanpa surat perintah.
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Personel Angkatan Udara Indonesia menyiksa penduduk asli Papua di Kabupaten

Merauke
Pada 13 Maret 2026, 30 personel Angkatan Udara Indonesia (TNl AURI) secara
bersama-sama menyiksa Bapak Bernadus Eusebius Ndawe, seorang anggota suku asli

Kimam, di dekat kompleks barak Angkatan Udara Indonesia (Kompleks Rajawali/AURI) di

Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Polisi menyerang seorang wanita dengan pisau di Sorong: Korban menderita delapan luka tusuk

Pada 6 Maret 2026, seorang petugas polisi menyerang Ny. Ardhalina Lanuhu (24 tahun) berkali-kali di

kompleks perumahan Jaya Permai, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Pasukan keamanan Indonesia menembak dan melukai tiga orang

masyarakat adat Papua di Kabupaten Dogiyai

Anggota gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Resor
Dogiyai (Polres Dogiyai) dilaporkan melukai tiga orang penduduk asli Papua

di kota Moanemani dan Desa Pogito, Kecamatan Kamu, Kabupaten Dogiyai,

Provinsi Papua Tengah.

Anggota polisi menembakkan peluru karet ke arah warga desa setelah terjadi

aksi protes di Desa Kaugapu, Kabupaten Mimika
Pada 25 Maret 2026, anggota Brigade Mobil (Brimob) dilaporkan menggunakan

kekerasan berlebihan terhadap warga sipil selama aksi protes masyarakat di Desa

Kaugapu, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah,

yang mengakibatkan tujuh warga dilaporkan menderita luka tembak akibat peluru

karet.

Anggota militer menyiksa pekerja Papua di lokasi PSN di Distrik llwayab

Pada 10 Februari 2026, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan
menyiksa Kristo Gonus Okui Kaize, seorang penduduk asli Papua dari suku Malind
Maklew, di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Distrik llwayab,

Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Personel TNI memukuli mahasiswa Papua selama interogasi di Dekai, Yahukimo

Pada tanggal 24 Januari 2026, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiksa dan

mengintimidasi Nonis Bahabol, seorang pemuda berusia 20 tahun, di kawasan

Tomon 2, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan Papua oleh personel militer Indonesia di Beoga,

Kabupaten Puncak

Pada 13 Januari 2026, dua belas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diduga menyiksa dan berulang
kali memperkosa seorang perempuan Papua berusia 48 tahun di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak,

Provinsi Papua Tengah.
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Petugas kepolisian dituduh melakukan penangkapan sewenang-wenang

penyiksaan di Dekai, Kabupaten Yahukimo
Pada 9 Desember 2025, sekitar pukul 22.00, Bapak Natan Matuan dan

Selis Pahabol ditangkap secara sewenang-wenang di pemukiman Jalur 3,

Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Enam orang Papua ditahan sewenang-wenang dan disiksa selama

penahanan militer di Dekai

Pada 9 Januari 2026, personel militer Indonesia menahan enam orang

masyarakat adat Papua secara sewenang-wenang di Kecamatan Dekai,

Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Setidaknya tiga di

antaranya mengalami penyiksaan selama interogasi.

Penahanan sewenang-wenang, intimidasi, dan kriminalisasi

Petugas berpakaian sipil menahan seorang anak di bawah umur secara sewenang-wenang di Kabupaten
Yahukimo
Pada 29 Maret 2026, petugas polisi berpakaian sipil menahan secara sewenang-wenang Yerikson Nabyal

yang berusia 14 tahun di kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Penahanan sewenang-wenang terhadap tiga pemuda Papua di Bandara Sentani,

Kabupaten Jayapura

Pada 28 Maret 2026, petugas polisi yang menyamar diduga menahan Kenias Payage
(25), Atera Payage (20), dan Nerry Heluka (21) tanpa menunjukkan surat perintah.
Mereka ditangkap di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Petugas polisi diduga mengintimidasi aktivis setelah penggalangan dana damai
di Nabire
Pada 28 Maret 2026, petugas dari Unit Intelijen dan Reserse Kriminal Kepolisian

Nabire menghentikan sekelompok aktivis yang terkait dengan Komite Nasional
Tanah Papua (KNPB) setelah kegiatan penggalangan dana damai di Pasar Karang
Tumaritis, Kota Nabire.

h

Anggota militer menahan dan menyiksa dua aktivis KNPB secara sewenang-wenang di
Dekai, Yahukimo
Pada 23 Maret 2026, anggota Korps Marinir (TNI AL) menahan sewenang-wenang Yuni

Suhun, 23, dan Eliaton Wetapo, 31, di pos marinir di Desa Kokamo, Kecamatan Dekai,

Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Tengah.

Penahanan sewenang-wenang terhadap tujuh siswa di Sinak, Kabupaten Puncak

Pada 22 Maret 2026 sekitar pukul 17.00, anggota militer dan personel Korps Marinir dilaporkan menahan
tujuh warga sipil Papua, sebagian besar adalah pelajar, di Kecamatan Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi

Papua Tengah.


https://humanrightsmonitor.org/case/police-officers-accused-of-arbitrary-arrest-and-torture-in-dekai-yahukimo-regency-papua/
https://humanrightsmonitor.org/case/police-officers-accused-of-arbitrary-arrest-and-torture-in-dekai-yahukimo-regency-papua/
https://humanrightsmonitor.org/case/police-officers-accused-of-arbitrary-arrest-and-torture-in-dekai-yahukimo-regency-papua/
https://humanrightsmonitor.org/case/police-officers-accused-of-arbitrary-arrest-and-torture-in-dekai-yahukimo-regency-papua/
https://humanrightsmonitor.org/case/six-papuans-arbitrarily-detained-and-tortured-during-military-detention-in-dekai/
https://humanrightsmonitor.org/case/six-papuans-arbitrarily-detained-and-tortured-during-military-detention-in-dekai/
https://humanrightsmonitor.org/case/six-papuans-arbitrarily-detained-and-tortured-during-military-detention-in-dekai/
https://humanrightsmonitor.org/case/six-papuans-arbitrarily-detained-and-tortured-during-military-detention-in-dekai/
https://humanrightsmonitor.org/case/plain-clothes-officers-arbitrarily-detain-minor-in-yahukimo-regency/
https://humanrightsmonitor.org/case/plain-clothes-officers-arbitrarily-detain-minor-in-yahukimo-regency/
https://humanrightsmonitor.org/case/arbitrary-detention-of-three-papuan-youth-at-sentani-airport-jayapura-regency/
https://humanrightsmonitor.org/case/arbitrary-detention-of-three-papuan-youth-at-sentani-airport-jayapura-regency/
https://humanrightsmonitor.org/case/police-officers-allegedly-intimidate-activists-following-peaceful-fundraising-in-nabire/
https://humanrightsmonitor.org/case/police-officers-allegedly-intimidate-activists-following-peaceful-fundraising-in-nabire/
https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-arbitrarily-detain-and-torture-two-knpb-activists-in-dekai-yahukimo/
https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-arbitrarily-detain-and-torture-two-knpb-activists-in-dekai-yahukimo/
https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-arbitrarily-detain-and-torture-two-knpb-activists-in-dekai-yahukimo/
https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-arbitrarily-detain-and-torture-two-knpb-activists-in-dekai-yahukimo/
https://humanrightsmonitor.org/case/arbitrary-detention-of-seven-pupils-in-sinak-puncak-regency/
https://humanrightsmonitor.org/case/arbitrary-detention-of-seven-pupils-in-sinak-puncak-regency/

The Papua Monitor - Laporan Triwulanan - Triwulan T 2024 “ RIGHTS.
MONITOR

Petugas kepolisian menangkap dua penambang emas Papua tanpa surat perintah di Yahukimo

Anggota Unit Marinir dan satuan tugas “Damai Cartens” menahan secara sewenang-wenang Bapak
Yominus Sekenil, 35 tahun, dan Bapak Eliaton Wetapo, 31 tahun, di dekat lokasi penambangan emas Sungai
Nami di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Tengah, pada 22 Maret 2026.

Penahanan sewenang-wenang terhadap seorang mahasiswa di Desa Nami, Kecamatan Seradala

Pada 17 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 pagi, pasukan keamanan gabungan yang tergabung dalam Satuan
Tugas Damai Cartenz menahan sewenang-wenang Neri Balingga (21), seorang mahasiswa Universitas
Cenderawasih, di jalan penghubung Yahukimo-Pengunungan Bintang di Desa Nami, Distrik Seradala,
Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Tengah.

Penahanan sewenang-wenang dan dugaan penyiksaan terhadap

anak di bawah umur dan narapidana yang melarikan diri di
Kabupaten Yahukimo
Pada 16 Maret 2026, Rio Keroman (16 tahun) dan Ferly Wesapla

(23 tahun) ditahan secara sewenang-wenang dan kemudian disiksa

oleh personel keamanan Indonesia di Markas Kepolisian Kabupaten (Polres) Yahukimo di Dekai.

Penahanan sewenang-wenang dan perlakuan buruk terhadap lima orang Papua di Pasar Lama Sentani,

Kabupaten Jayapura

Pada 12 Maret 2026, pasukan keamanan Indonesia secara sewenang-wenang menangkap Oksal Kobak
(28), Yos Payage (36), Simion Payage (29), Menase Heluka, dan Oser Kobak di Pasar Lama Sentani,
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pasukan keamanan gabungan menahan lima orang masyarakat adat Papua secara

sewenang-wenang di berbagai lokasi di Nabire

Pada 11 Maret 2026, personel keamanan gabungan dari Satuan Tugas Damai Cartenz

secara sewenang-wenang menahan lima orang masyarakat adat Papua di beberapa

lokasi di Kota Nabire dan Kecamatan Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Tengah.

%

Anggota militer menahan penambang emas tanpa surat perintah di Dekai,
Yahukimo

Pada 10 Maret 2026, anggota Korps Marinir Indonesia secara sewenang-wenang

menahan seorang penambang emas adat, Bapak Anton Payage, di pos Korps Marinir

di Jalan Seradala dekat lokasi penambangan emas Sungai Nami.

Penahanan sewenang-wenang terhadap dua pemuda Papua selama penggerebekan di
Distrik Duram, Kabupaten Yahukimo
Pada 2 Maret 2026, sekitar pukul 23.00, personel pasukan keamanan gabungan

melakukan operasi penggeledahan di kompleks perumahan Telkomsel di Distrik Duram,

Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Tengah
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Serangkaian penahanan sewenang-wenang di Dekai terus berlanjut: Pasukan

keamanan diduga menahan puluhan pemuda Papua tanpa surat perintah,

termasuk anak di bawah umur

Antara tanggal 21 dan 23 Februari 2026, pasukan gabungan Satuan Tugas Operasi

Perdamaian Cartenz melakukan serangkaian penangkapan sewenang-wenang
terhadap puluhan warga sipil, termasuk anak di bawah umur dan pelajar, di wilayah Kali Biru, Jalan Seradala

(Kilo 4), dan di bekas kantor KPU/Bawaslu di Jalan Sohosa.

1 Serangkaian penangkapan yang terus berlanjut di tengah memburuknya konflik

bersenjata di Dekai: Empat gadis Papua ditahan secara sewenang-wenang, termasuk

tiga anak di bawah umur

Pada 18 Februari 2026, anggota Satuan Tugas Operasi Perdamaian Cartenz (Brigade

% | Mobil Kepolisian Daerah Papua) dan Satuan Tugas Operasi Habema (Tentara Nasional
Indonesia—Korps Marinir) menahan sewenang-wenang empat gadis Papua di Kilometer 5,

Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Dugaan penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil oleh pasukan militer

Indonesia di Distrik Sugapa, Intan Jaya
Pada 18 Februari 2026, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan

menahan dua belas orang Papua, yang terdiri dari pegawai negeri dan warga sipil

lainnya, di daerah Holomama, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua

Tengah.

Penahanan sewenang-wenang terhadap dua pemuda Papua di Dekai,

Kabupaten Yahukimo: Salah satunya masih di bawah umur

Pada 14 Februari 2026, tim gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan petugas Kepolisian Resor Yahukimo (Polres Yahukimo) menahan secara
sewenang-wenang Elipianus Esema (17 tahun) dan Atios Sobolim (18 tahun)
di kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Tengah.

Serangkaian penangkapan yang melanggar hukum di Dekai terus

berlanjut: Petugas Angkatan Laut menahan dua aktivis secara sewenang-

wenang di Kabupaten Yahukimo

Pada 31 Januari 2026, personel Korps Marinir Angkatan Laut Indonesia yang

bertugas di pos jaga Km 6 menahan secara sewenang-wenang dua aktivis,
Bapak Alokni Keroman dan Bapak Oroni Gombo, di Kota Dekai, Kabupaten
Yahukimo, Provinsi Papua Tengah.

Penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan kekuatan berlebihan
g terhadap aktivis Katolik di Merauke

Pada 25 Januari 2026, petugas kepolisian Indonesia secara sewenang-wenang
menahan sebelas anggota Suara Kaum Awam Katolik Regio Papua (Suara Umat

Katolik Papua) saat mereka melakukan aksi protes diam damai di depan Katedral

= St. Fransiskus Xaverius, yang terletak di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan
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Dugaan perusakan properti dan intimidasi terhadap seorang pendeta Papua di tengah

eskalasi operasi di Dekai, Kabupaten Yahukimo

Antara 12 Desember 2025 dan Februari 2026, serangkaian insiden dugaan penembakan,
perusakan, intimidasi, dan pelecehan dilaporkan terjadi di rumah Pendeta Victor Kobak di

Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Penahanan militer yang melanggar hukum terhadap tiga

orang masyarakat adat Papua di Distrik Agandugume,

Kabupaten Puncak

Pada 16 Januari 2026, anggota militer secara sewenang-

wenang menahan Kataw Kulua, Yaikunus Murib, dan Lois Murib
di dekat Gudang Logistik BNPB, Kecamatan Agandugume,
Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Ruang demokrasi yang semakin menyempit: Polisi menahan aktivis lingkungan di

luar Gereja Divine Mercy di Merauke

Pada 7 Desember 2025, sekitar pukul 10.40 pagi, petugas kepolisian secara paksa
menahan pembela lingkungan dan hak atas tanah dari masyarakat adat, Bapak Stenly

Dambujai, di luar Gereja Divine Mercy (Kerahiman Ilahi) di Mangga Dua, Desa
Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Penahanan sewenang-wenang dan paksaan terhadap lima orang masyarakat

adat Papua oleh personel militer di Kabupaten Puncak

Personel militer Indonesia (TNI) menahan lima orang masyarakat adat Papua secara

sewenang-wenang setelah mereka pulang dari ibadah Minggu di sebuah gereja di
g g pulang g8 gerej

Desa Jampul, Kecamatan Beoga Barat, Kabupaten Puncak, pada 4 Januari 2026
Kebebasan berekspresi, serta kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai

Polisi gagal melindungi mahasiswa Papua selama Peringatan TRIKORA di Kota Makassar, Sulawesi

Pada 19 Desember 2025, mahasiswa Papua di Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, secara damai memperingati Operasi
Militer TRIKORA 1961. Para pengunjuk rasa bubar setelah

diserang oleh organisasi massa nasionalis dan menghadapi tindakan

represif dari polisi.

Serangan drone terhadap kantor organisasi gerakan Papua KNPB di Jayapura

Markas organisasi gerakan Tanah Papua, Komite Nasional Tanah Papua (KNPB), di
Jayapura, Provinsi Papua, diserang oleh drone pada dini hari tanggal 16 Maret 2026

Pelanggaran lainnya
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Hak atas kesehatan di Tanah Papua - Hambatan sistemik terhadap layanan kesehatan yang memadai

Selama tiga bulan dari Januari hingga Maret 2026, berbagai insiden di seluruh
Provinsi Papua telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kondisi akses

layanan kesehatan bagi masyarakat adat Papua, tidak hanya di komunitas

terpencil tetapi juga di daerah perkotaan.

Tentang Human Rights Monitor
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